
PBRATCTRAN DABRAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang: a.

b.

c.

d.

Mengingat: 1.

2.

bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian
dan peran serta dalam-mempercepat tercapainya-tujuan-
pembangunan daerah; •• '
bahwa ag;^ tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seirnbang
serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus
disinergikan dengan program pembangiman di Daerah;
bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab
sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan
dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan
regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3420);

3. Uridang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum,



iii. '.

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '
3895); - •

r* . • " . ^ - • !

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tent^g Badan
iB- Milik .^Negarav (LisS^ar^ -ifeg^te^R^uM^

' "Indonesia" Tahun 2003 Nomor" 70,"Tamb^^ l^mb
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

' Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

" 7.. "Undahg-Un^^g- "Nonffir 40' T^im 2007^ "fe
• 'PersiSro^ T^rbktas (Lembaran Negara Republik Indonesia

V—V- " V '- -'T^un;^2007-Noifior jl067-TaSlbahaii"=^Tiieinbaran:
Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratiaran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20il Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal.un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana
yang telahdirubah terakhir denganUndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



: .,2015 Npmor 58, Tambah^ JLemb^an ;Negara Republik
- Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

.j,_KabuRaten7Kota.(X^mb§ran '̂,^eg^ja^Re^ubljj^;jnd^ j,,;
- ~"T^un-2007 Nomor '82, Tambahari"'Xembaf^' N '

RepubUk Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

-15.. Peraturan Menteri Negara BUMN;-Nomor-,^^Per-
v..:.Jb5/MBU/2007 tent^g i^ogram-Kenytra^ Ba^& t^aha

-j^ Milik^ Negara derigah^Usaha'-
' '""tihgkungah^"sebagaimaha"feI^'^diuffiK~b^er ^alif^-- -

terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam
Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentxikan Produk Hukum DaerahfBerita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA£RAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan

BUPATI HAl/MAHERA TENGAH ;

:,S«-Xu. L:r,K'- • jif' ik .
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB

SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BABl

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratxiran Daerah. ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten -Halmahprfl

3. Bupati ad^^ Bupdti Kal>upaten Halfnaheria Tehga^c^rH'm Biiia /. _ ;
4. Dewah Perwakilan Ral^at Dalerah yang sfeMjtitnya

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

6. Pemerintah Kecamatan/Desa adalah Camat dan Kepala Desa
OTvi o i-*efa*^flr'Lro+ oo'Korroi

daerah di Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappeda Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan
laiimya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen
dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun
lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah.

9. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan
dan badan usaha. milik pemerintah (BUMN) maupim pemerintah
daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Halmahera
Tengah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor
cabang atau anak perusahaan.



BABn

IblAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:
a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi d^am upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;

b; rmemberi. arahsin kepada Periisaha^ dal^ l^ereiiekna^
pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
program pembangunan di Daerah;

c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kecamatan/Desa dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan
fasilitasi'perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan

d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha
dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:
a:- terwujudnya . kornitmen dan kepeduUan- LPerusahaan::^luntuk

1;^/. berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahtera^ masyarakat
' s-d^"pfemb^guiian di-Daerahr

b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;

c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara
Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kecamatan/Desa
dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan

d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

n—.—1 >a

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan umum;

c. kebersamaan;

d. keterbukaan;

e. kemitraan;

f. keseimbangan;

g. keserasian

h. keterpaduan:

i. keadilan;

j. kesepakatan;

k. berkelanjutan; dan

1. berwawasan lingkungan.

- ?



BAB in

PENYELBNGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelehg^uraan TJSLP -

•-: r" ;u! "> lj:-.

--y,- • vi:. : - i"Pemienht^ D'aef^'d^/ataii PeiriemtSh'kec^jfa^^^

Pasal 6

Penyelenggraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di
Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Desa

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Desa dalam
penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan
pelaksanaan program TJSLP; dan

, b. inelakukan -. peiiibinaan dan , pehgawasan beSkSahaanV
TJSLP""'' '' "n'i-?6yai"-^;ar . .

If'- ' T-J-! -r»o r"' • '•••-• ' - - i r. -1 1 , : , . i,-

;.Arv-

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:

a. unsur Pemerintah Daerah;

b. unsur Pemerintah Kecamatan/Desa; dan

c. unsur lainnya yang dipandang perlu.

(5) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (ij antara Iain:
a. melalukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun

skala prioritas;

b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;

c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan
yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan

d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentupn mengenai mekanisme keija Tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
. . Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal9

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:
a. masyarakat di wilayah kerja Perusaha^; d^/atau

b: masyarakat di sekitar atau i luar wilayah keija Pemsihtoi. \

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP
meliputi:

a. bidang pendidikan;

b^ bidang kesehatan;

c. bidang olahraga;

d. bidang sosial dan keagamaan;

e. bidang perekonomian rakyat;

f. bidang lingkungan; dan

g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah,
dan/atau Pemerintah Kecamatan/Desa.

jJl 'Xi i'j i ! i

BAB TV

PELAKSANAAN TJSLP -

Pasal 11

(1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data
yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan
mengisi formulir pemyataan.

(2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana
keija sama.

Rftnppn?) TJSLP vflTif* telab Hi'sjfnaVflti ooHgiaaima-no dimakSUd pada
ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang
ditandatagani oleh Bupati dan/atau Camat/Kepala Desa dan
pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah
disepakati.

Pasal 13

(1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada
Penierintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.



BABV

FORUM TJSLP

Pasal 14

(1) Perusaha^ dapat membentuk forum TJSLP sebagai wadah keija
• sama dalam perehcanaan dan pelaksaiiaanuTJSLP.

(2) Pengurus .Forum TJSLP .i dapat .mew^li,;,ahggQtanya dalam
.pemb^asan renca^ia TJSLP xatau .: rap^^t . . .bersama
Pemerintah Daerah.

BAB VI

DUTA TJSLP

Pasal 15

(1) Dalam ran^a mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati
mengangkat duta TJSLP.

(2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. Menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
b. Mendorong perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP;

dan

c. Mempromosikan program prioritas pembanguan kepada
Perusahaan untuk dijadikan sasaran prpgram^TJSLP.

. d. Penunjukan.-duta TJSLP- sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. : . . ; ;

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai
data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana
TJSLP di Daerah.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kecamatan/Desa;

b. program yang telah didanai TJSLP;

c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan

d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah,

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses
dengan mudah oleh Perusahaan.



BABVm

:: PENGHARGAAN

Pasal 17
(1) Pemerint^ Daerah dapat memberikan penghargaan kepada

. -•Perusahaan-yang mel^sanakan TJSLP, Jl r.

.(;j; (2). Ketentuaji mengenai bentiik^dan tata c^a- pemb^^ ;^n^^gaan di

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Daer^ ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BABX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan pengawasan terhadap
. .^.pelaksana^TJSLPdiDaerali/

. o. -.''qi '-;-7 -{'"H z-i.-u f ie.uw "Gcicia avat •') <
(2) .,:;^lXigas-p'embina^^^d^j;:pengawfis^ se =dim^sud ipada

ayat (1) dilal^anaksSi^leh^Tim l%siHt&isi.-^^?feir I . .

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan
melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP serta memberikan
penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

Pasal 21

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan

a. pemantauan lapangan; dan
b. evaluasi.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program
TJSLP di Daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan
perusahaan.

(4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Program TJSLP di Kecamatan/Desa yang sudah dilaksanakan tetap
berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



(2) Forum TJSLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan
• melaksanakan kegialM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BABXn

' KBTENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mul^ berlalm pada tanggal (Eundah^anr
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di: Weda
Pada Tanggal : 3 Februari 2016

BUPATl HALMAHERA TENGAH,

ALYASIN ALI

Diiinii^gk^^91Weda
Pada Tanggal 19 April~20l6

iS-i-i C.-3iiIi . SCOSft-aitTiaTia- ;CiLu.iSi.vSU,Ci PQ.'I'iS.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HAJdSSiUlERA TENGAH,

L1i;MBAKAJN DAKKAH KABUPAmN HALMAHKKA TENQAti TAHUN 2016

NOMOR 2



.M-CVX/ ? v.-,

PENJELASAN

/....l-.:. - : ATASr....; r;
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TBNGAH

PROVmSI MALUKmTTARA
^ NOMORS^T

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah
terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua
pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku
kepentingan (stake holder) lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu
beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkuraiig
dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Otonomi daerah memerlukan. perwujudan desentralisasi dalam fungsi
niengurus dan mengatur-pemerintahan,sendin,s.dimana Pemerintah Daerah
menghadirkan Peraturan Daerah dal^ :J)ei^s^aan pemerintahan dan"
pemb^gun^ tersebut.-rPersoal^ utaa^§pe^b7^g^ dimulai dari
rdas^ffi perid^'aahv' baik yahg'-diperoleh-'^dM^ pokok
yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun
komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenamya
konstribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam bentuk tidak langsung
yang diberikan- pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan
t£inggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Kabupaten Halmahera Tengah dengan potensi kekayaan alamnya
bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah ini, sebenamya
merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial
PpriiRflhflsm {C*.nrnnrnf^ hSTUS clsh

Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas pada dasamya telah menegaskan bahwa perusahaan
yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber
daya alam atau perusahaan penanaman modal "wajib" menjalankan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan,
meskipun kedua instrumen hukum ini belum jelas mengatur berkenaan
dengan hal itu.
Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya
menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi
masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan
atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP tersebut.

n. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2



Cukupjelas. .

Pasal 3 ^

Cukupjelas. 7:- - - ;; r-;

Hurufa

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan
TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan peddman yang berlaku
sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah TJSLP yang
dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik
perusahaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/Desa maupun
masy^akat

1. i_ iwi-.-j. .j_ Ti.'-i.j.V.v-Ci -"Ucij.! .. • "It - P

'"•31M -5.r? i"-cr50&i8-n
\ Yang .diin^$ud dengan.:fasasi keberstoafc^;adaiah.LTJSLP-_dilaks^^^

oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya
melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk
kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah TJSLP dilaksanakan
secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat
mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah TJSLP dilaksanakan
dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai
kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan'' adalah sasaran kegiatan
TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi
perusahaan, komunitas setempat dan masyarakt secara seimbang.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah program dan kegiatan
TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan
Pemerintah Daerah.

Huruf h



Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adeJah program dan kegiatan
-TJSLP dil^sanakaji secara terpadu "dengan program dan rencana

. pembangunan Pemerintah Daerah.

Hurufi .

V^ng'dimaksud dengan '^asas keadiikn"'adalah bahwa TJSLP harusdapat
dir^sak^rma^^ untuk,;se}urj^ I^bupat^n H^lmahera

'"^"'^'^TengM'iMgiSimengedepa&kan^ei^^

Hurufj
Yang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah perencanaan TJSLP
harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan
dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan " adalah pelaksanaan program
TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan
memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf 1

Yang dimaksud--dengan-.-"asas berwawasan lingkungan" adalah kegiatan
TJSLP^., diaxahkan .pada r.kegiat^ , pemberdayaan kondisi - sosial
masyarakatmelalui-rpening^t^vkapasitesi,-; penid^^ hidup
?dffi"^%oriseivaiti' "penceg^^"^^pSuii7-^pen^Mk^"suin
berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta
proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai hasil
permufakatan antara pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Daerah" adalah Bappeda
Kabupaten dan SKPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Kecamatan/Desa" adalah Camat
dan Kepala Desa.

Huruf c



' ' Yang dimaksud dengan "unsur lainnya yang diperlukan" adalah perguruan
~ - tih^i, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di
r:err bidang:perencahaan pembangunan.

A^at (3)- •I -:! , : • I .

"Yang^dim&sti&ddng^Vflm^iaMiicffipinw
adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk ke Pemerintah Daerah
melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang
tingkat Kabupaten.
Yang dimaksud dengan "menyusun skala prioritas" adalah menentukan
program kegiatan yang paling panting untuk mendapat dukungan
pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah penyelarasan antara program
TJSLPpenisaha^jiengan-programrPemerintah^Daeralv.-— .

(•) asYangdiTTiaksudiderigMiaharmomsa^ifsad^aEipenyetoasanL^tara
TJStP>perus^aan"-^tu^Heiiga^^ perusahaan lainnya di
Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

PnsfllQ

Huruf a

Yang dimaksud dengan "di wilayah keija Perusahaan" adalah
Kecamatan/Desa tempat Perusahaan berada.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "di sekitar wilayah kerja Perusahaan" adalah
Kecamatan/Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan/Desa
tempat Perusahaan berada.
Yang dimaksud dengan • "di luar wilayah keija Perusahaan"
Kecamatan/Desa yang tidak berbatasan langsung dengan
Kecamatan/Desatempat Perusahaan berada.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.



Pas^ 12 . ; ' - •
GwlaipLjelas.^i5iii i i. . ;

Pasal 13

/ Ayat (ij .
J-iurY^^ perkemb^gan/tahapan ^ ^,|

pel^csanl^^fo^MttTti©^ yang beliim^eles^
dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

:. D.uW ;TJSLP. dipilih ,dari tokoh masyarakat yang dipandang mampu
t5i-:m^^kon:rimikasikamikebijakarci^ di'

'T-T.~Tz!faerffi:^5::-se niempromosikan'^pr^ dapat
dimasukan menjadi program TJSLP demi terwujudnya penyelenggaraan
TJSLP yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



V.A-- •

• Pasal 22
:v.- .Cukup jelas.
"v-'0"'..= ;.>.nj:do=
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